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PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2016/PA Plp.

BB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan
oleh :
Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer pada
UPTDJA Palopo, bertempat tinggal di Jalan Libukang IV, BTN
Nyiur Permai Blok BB4 No. 4, Kelurahan Malatunrung,
Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut
Penggugat;
melawan
Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kementerian Perhubungan Laut Palopo , bertempat
tinggal Jalan Yos Sudarso (depan masjid), RT.003 RW. 003,
Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,
selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 269/Pdt.G/2016/PA
Plp.. tanggal 19 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal
15 Shafar 1436 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di

Dusun Majaleje, Desa Lambarese Pamona, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu
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Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0279/06/X11/2014,
tertanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah dinas Radio Pantai/navigasi di
jalan Yos Sudaro, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo
selama 1 tahun 5 bulan;

3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai
anak.

4 Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat pemarah tanpa alasan yang jelas

- Bila marah Tergugat merusak barang-barang yang ada disekitarnya, meminta
kembali uang yang telah diserahkan kepada Penggugat dan sering mengusir
Penggugat;

5 Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Penggugat menanyakan dari mana telepon yang diterima, namun
Tergugat marah dan membanting Hpnya serta memarangi tempat tidur dan lain-
lain.

6 Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah karena tidak
sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat
tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 minggu lamanya.

7 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat
untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan
demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan

Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor
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Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat ( Xxxxx ) terhadap Penggugat
( XXXXX );

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan
salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu
Timur

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di
persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada
orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha
menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang
tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti:
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A Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0279/06/X11/2014 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu
Timur, tanggal 08 Desember 2014, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh
ketua majelis diberi kode P ;

B Saksi-saksi:

1 xxxx, Anwar Pangala bin Patu Pangala, umur 59 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa lambarese, Kecamatan Burau,
Kabupaten Luwu Timur., telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah anak
kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri sekitar 4
bulan lamanya;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri;

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan
apabila bertengkar Penggugat membawa barang-barangnya pulang ke rumah
saksi;

e Bahwa penyebabnya hanya masalah sepele yaitu masalah ekonomi, Tergugat
yang pegang sendiri uangnya;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat
tinggalkan Tergugat, karena diusir oleh Tergugat sehingga terjadi pisah
tempat tinggal sekitar 2 bulan;

e Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 xxxxx. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat

tinggal di BTN Nyiur Permai Blok BB 4 No. 4, Kelurahan Malatunrung,
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Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo., memberikan keterangan di bawah

sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah keponakan
saksi dan Tergugat sebagai menantu;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan
belum dikarunai anak;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sebagai
suami isteri;

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

¢ Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

e Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu masalah
ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan
Tergugat berselingkuh;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah
berjalan 3 bulan lamanya;

e Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil
gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.
Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai
dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam
berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses
mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil
pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah
pada tanggal 8 Desember 2014, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan
oleh Tergugat pemarah, apabial marah merusak barang-barang yang ada disekitar
nya, meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Penggugat dan sering
mengusir Penggugat dan puncaknya pada tanggal 13 Mei 2016 yang mengakibatkan
Penggugat meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai
sekarang yang sudah berjalan 1 minggu lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada
bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat
yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya,
sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa
dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah
Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa

dirukunkan kembali ? ;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum
acara khusus (lex spesialis), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai
perceraiannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta
dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan
dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim
berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna
dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat Anwar
Pangala bin Patu Pangala dan , memberikan keterangan di depan persidangan
seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan
dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara
yang satu dengan yang lain yang mana masing-masing saksi pernah melihat dan
mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah
ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karena
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan
keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat
bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum
yaitu:

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
dan belum pernah bercerai;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah

berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya;
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e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun
tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah
berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak dapat dipisahkan dengan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebab bila sebelumnya Penggugat
dengan Tergugat tinggal bersama kemudian pisah tempat tinggal, maka pisah tempat
tinggal tersebut merupakan akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya
perbedaan keinginan antara suami isteri. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang
disebabkan karena Tergugat tidak memberi naftkah kepada Penggugat, hal ini
menunjukkan adanya perbedaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat. Bila
Penggugat menginginkan agar Tergugat memberikan nafkah, akan tetapi Tergugat
tetap tidak melakukannya, maka pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
akan tetap terjadi, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus
menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat akan terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya Penggugat
dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak
hanya dapat diukur dengan seringnya antara suami istri bertengkar dengan cara adu
mulut atau bahkan saling memukul, akan tetapi pisah tempat tinggal merupakan
perselisihan dan pertengkaran yang dinilai dapat terus menerus berlangsung,
sehingga selama keduanya pisah tempat tinggal maka selama itupula perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus terjadi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat, dan begitu pula dengan usaha keluarga untuk
merukunkan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat. Keteguhan sikap Penggugat tersebut adalah bukti bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah

berjalan selama kurang lebih tiga bulan lamanya, keengganan berdamai baik di
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persidangan maupun sebelum memasukkan perkara, adalah fakta-fakta konkrit yang
menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada
tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage). Penggugat sudah tidak ada lagi
memiliki personal care and attention based on love and respect (perhatian dan
kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan). Karena itu, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan
dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan
tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih,
sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan
bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak
lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-
pilar mewujudkan rasa bahagia, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang
kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan
dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi
beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan
Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan
perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah
berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara
dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991 , maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan
Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain
shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan

Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Xxxxx ) terhadap Penggugat
( XXXXX );

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan
putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wara Timur Kota Palopo dan Pegawai Pencatat NIkah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016
M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H
sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag. M.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera

Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka
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untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota,

ttd
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd
Hapsah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita.

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
Biaya Proses Rp 50.000,- [Untuk Salinan
Bi . 000.-

%aya Panggll.an Rp 180.000, Panitera
Biaya Redaksi Rp 5.000,-
Biaya Materai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Drs. A. Burhan, SH., MH
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